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ABSTRAK

| Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak

Sarang Burung Walet Di Kabupaten Rokan Hilir

Oleh :

NUR FITRIYANI
11675200678

SNS NIN Y!lw e}did jeHy @

Pghelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan
Hiljir yang terletak di Bagan siapiapi. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk
mgngetahui apa saja hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir
sehingga menyebabkan Kabupaten Rokan Hilir menjadi Kabupaten yang lemah
dalam membayar Pajak terutama pajak Sarang Burung Walet. Perumusan
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan
Hilir serta Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan Pajak Sarang Burung Walet
dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah di
Kabupaten Rokan Hilir. Penggunaan sampel dalam penelitian ini sabanyak 7
sampel. Hasil kesimpulan dari penelitian ini yakni ada beberapa faktor yang
mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib Pajak dalam membayar Pajak Sarang
Burung Walet diantaranya karena: Tingkat Pendidikan, Kondisi sistem
Administrasi Perpajakan, Tarif Pajak, Penyuluhan. Dan yang paling utamanya
a@lah Kurangnya Penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat sehingga
mgsyarakat tidak mengetahui fungsi pajak itu sendiri.

L

7]
Kgta Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak, Pajak Sarang Burung Walet.
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BAB |

PENDAHULUAN

dioyeH o

14 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini ilmu ekonomi dan manajemen perpajakan berkembang cukup

P W By

t di Indonesia seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi.

©

s globalisasi telah mempengaruhi berbagai dimensi kegiatan dan kehidupan

manusia, terutama kegiatan ekonomi. Globalisasi telah melahirkan super power,

e

s%er market, dan super empowered individual. Globalisasi yang di dorong oleh
ké:majuan teknologi dan informasi yang pesat tersebut pada dasarnya tidak
berpihak pada siapapun. Bagi setiap orang dan lembaga yang cerdik terbuka
kesempatan untuk manfaatkan berbagai peluang dalam pasar dunia. Pajak daerah
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, guna membiayai
pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Salah satu sumber PAD
aé?lah pajak dan retribusi. Undang-undang dasar 1945, pasal 23A yang
Irfgnyatakan “Pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara
dgtur dengan Undang-undang”. UU no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Rgribusi Daerah, dimana daerah dapat memungut pajak dan retribusi daerahnya
s%.diri dengan peraturan daerah sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Bentuk
nggara kepulauan Indonesia dengan potensi suber daya alam yang tinggi memiliki

7))
fumgsi penting untuk ekologi, ekonomi, social, dan budaya.

Ekosistem karst dapat menyusun sebuah bentukan alami yang dinamakan

Ag ue

gue. Pembentukan yang berlangsung lama ini telah membentuk suatu tata ruang
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©

d%)ﬁ arsitektur yang indah, serta menyimpan kekayaan yang tinggi dan unik di
-~

dalamnya. Salah satu fungsi ekologis gua adalah sebagai tempat hidup (Habitat)
©

béﬁi fauna, dimana fauna-fauna gua mampu beradaptasi dengan kondisi yang

3
gelap dan berudara lembab. Salah satu fauna gua yang dapat dimanfaatkan oleh
=

nfahusia adalah burung walet. Burung ini menghasilkan sarang dari air liurnya

=

yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan obat-obatan dan memiliki nilai
| o=

elkenomi yang sangat tinggi.
o

A Burung walet merupakan burung yang hidup di daerah yang beriklim

Q
tr%pis lembab, dan merupakan burung pemakan serangga yang suka tinggal di

dalam gua-gua dan rumah-rumah yang cukup lembab, remang-remang dan sampai
gelap dan menggunakan langit-langitnya untuk membangun sarang dan
berkembang biak.

Berdasarkan penelitian para pakar gizi sarang burung walet mengandung
glycol protein yang esennya sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia. Dalam
péﬁelitian kementrian kesehatan RI sarang burun wallet mengandung protein,
kgbohidrat, dan lemak. Hal ini yang mengakibatkan sarang burung wallet sangat

o]

d%ﬁinati dan membuat harga sarang burung walet sangat tinggi di pasaran dunia.

g Mengingat harga yang sangat tinggi membuat banyak masyarakat di
Ir%.onesia melakukan pembudidayaan wallet dengan membuat rumah atau
g;iung-gedung bertingkat untuk dijadikan sebagai tempat habitat burung walet
seEngga tidak heran jika yang membuat Indonesia menjadi salah satu Negara
p%l)ghasil dan pengekspor sarang burung wallet terbesar di dunia, yaitu sekitar
e

&

0 kebutuhan pasar dipenuhi dari Indonesia. Saat ini pengusaha wallet dalam

I
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©
n@akukan penghitungan jumlah walet yang tinggal di dalam gedung dilakukan

=
sgeara manual menggunakan alat bantu hand tally counter sehingga memiliki
©

resiko kesalahan. Berdasarkan permasalahan diatas dirancanglah suatu sistem alat

3
perghitung burung walet yang masuk kedalam gedung dan yang keluar gedung
=

séara otomatis, dengan demikian pengusaha akan mendapatkan informasi tentang
=z

perkembangan populasi dalam gedung dan mengetahui hasil yang akan
| o=

d@ﬂpatkan pada saat panen.
2]

A Ppajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-

Q
Uﬁdang (yang dapat di paksakan) dan tiada mendapat jasa timbal yang langsung

dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Secara
umum pajak adalah Pemungutan dari masyarakat oleh negara (Pemerintah)
Berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat di paksakan dan terutang oleh
wajib yang membayarnya Dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (Kontra
prestasi atau balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk
rréfmbiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan
p%bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak pembayaran wajib yang
dikenakan berdasarkan UU yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban
dg bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan.

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan/atau

A31819A

gusahaan sarang burung walet. Masa pembayaran pajak sarang burung walet

&

P

S J

dfakukan tiga bulan sekali waktunya mulai masa panen sampai jangka waktu

g di tetapkan oleh pemerintah daerah. Tarif pajak sarang burung walet

<
8 AgBrey|

nery wisey JIge

tapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pasaran sarang burung walet.
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©

Pe;frlungutan pajak sarang burung walet dipungut langsung oleh petugasnya.
-~

Pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutannya di indonesia di bagi
©

nﬁnjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah (yang terbagi menjadi pajak
3

previnsi dan pajak kabupaten atau kota). Pengelolaan dan pengusahaan sarang
=

bgrung walet (biasa di sebut penangkaran sarang walet) merupakan suatu jenis

=z
ugaha yang mendapat perhatian di Rokan Hilir, baik dari pemerintah maupun dari

c
m%syarakat daerah ini sendiri. Namun tingginya nilai ekonomis dari sarang
b%ﬂmg walet tersebut belum mampu memberikan dampak positif secara maksimal
teﬁmdap pendapatan daerah Rokan Hilir. Hal ini disebabkan oleh minimnya pajak
yang diterima oleh pemerintah baik karena kurangnya kesadaran dari para
pengusaha itu sendiri maupun karena kurang tegasnya dalam penerapan peraturan
tentang usaha penangkaran walet ini.
Tabel 1.1

Jumlah Penangkar Sarang Burung Walet dan Jumlah Hasil Pembayaran
Pajak Sarang Burung walet Kabupaten Rokan Hilir

Jumlah Penangkar Pembayaran Pajak
Kecamatan Sarang Burung Berdasarkan Peraturan

Walet Daerah No 8 Tahun 2011

2018 2019 2018 2019
Bangko 192 WP | 147 WP | 45.191.000 27.702.800
Sinaboi 4 WP 2 WP 1.090.000 220.000
Pasir L.kapas 15 WP 15 WP 4.800.000 5.450.000
Batu Hampar 2 WP 2 WP 750.000 425.000
Pekaitan 22 WP 36 WP 4.020.000 6.510.000
Tanah Putih Tanjung Melawan 12 WP 6 WP 2.690.000 1.380.000
Bangko Pusako 2 WP 5 WP 1.000.000 1.380.000
Rimba Melintang 5 WP 9 WP 1.180.000 1.600.000
Kubu - 3 WP - 1800.000
Kubu Babusalam - 6 WP - 2.700.000
Bagan sinembah 38 WP 53 WP 12.864.000 5.800.000
Jumlah 292 284 73.585.000 71.417.800

ber : Bapenda Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 dan 2019.
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©

g Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah Penangkar Pengusaha

=
Sarang Burung Walet yang membayar Pajak Sarang Burung Walet pada Tahun
©

2@i8 berjumlah 292 dengan penerimaan 73.585.000 dan 2019 berjumlah 284

3
dérgan penerimaan 71.417.800.

=
C  Pajak sarang burung walet adalah satwa yang termasuk marga Collocalia,

=z
yau Collacolia Maxina, Collocalia Esculanta, dan Collocalia Linchi. Pajak

c
saj:kang burung walet merupakan jenis pajak kabupaten atau kota yang baru
d%rapkan berdasarkan UU No 29 tahun 2009. sebelum berlakunya UU No 28
tahun 2011 pajak sarang burung walet, dengan berbagai nama pada dasarnya telah
banyak diterapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota di indonesia. Pungutan
atas budidaya sarang burung walet di lakukan oleh berbagai kabupaten atau kota
dengan nama yang berbeda, ada yang secara tegas dinyatakan sebagai pajak
daerah tetapi adapula yang di nyatakan sebagai retribusi daerah. Hal ini sesuai
dengan ketentuan yang diberikan dalam UU No 34 tahun 2000 sebagai perubahan
U;ﬂc? No 18 tahun 1997, dimana ditentukan bahwa pemerintah kabupaten atau kota
d@ungkinkan untuk memungut pajak dan retribusi daerah selain yang terdapat

daam UU No 34 tahun 2000, sepanjang memenuhi ketentuan yang di

=
pétsyaratkan dalam UU No 34 tahun 2000.
<

,%, Dalam negara hukum yang dijadikan “panglima” adalah hukum itu sendiri
yag mengayomi anggota masyarakat khusus para pihak yang terkait dengan
pérfpajakan untuk membuat atau bertindak sesuai hukum pajak sebagai hukum
pc?‘;s)itif. Pajak sarang burung walet yang akan dikenakan pada para pengusaha

1(3’)&&

ang burung walet telah sesuai dengan UU No.28/2011 dimana dinyatakan pajak

nery wrsey J
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©

sagang burung walet merupakan salah satu pajak daerah. Dengan kata lain
-~

perluasan basis pajak tersebut (pajak sarang burung walet) dianggap telah sesuai
©

d&gan prinsip pajak yang baik, yaitu pajak tidak menyebabkan ekonomi biasa

3
tirggi dan menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar
N

déerah dan kegiatan ekspor impor. Keseluruhan penerimaan pajak daerah
m?miliki peranan penting bagi pendapatan daerah khususnya Rokan Hilir sebagai
c
p?:aggerak roda pemerintahan dan pembangunan daerah. salah satu sumber PAD
y%{u pajak daerah sebagai penompang pembangunan daerah, khususnya pajak
sacrang burung walet di  Rohil diharapkan selalu dapat berkonstribusi bagi
penerimaan pendapatan daerah rohil. Pengenaan pajak sarang burung walet tidak
mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di indonesia. Hal
ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten
atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten
atau kota. karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota
rrégka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah
teg.tang pajak sarang burung walet yang akan menjadi landasan hukum
opagrasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak sarang

=
bgrung walet di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Masa pembayaran pajak sarang burung walet dilakukan tiga bulan sekali

JISI3A

S4

ktunya mulai masa panen sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh

erintah daerah. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 5% (Lima

)
18S

o)
Rie}

S

sen) dari nilai pasaran sarang burung walet. pemungutan pajak sarang burung

Is%w(

let tidak dipungut langsung oleh petugasnya, namun dibayar dan dihitung

nery wrsey J
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©

Iaﬁgsung oleh sipemanen sarang burung walet. Di rokan hilir, hampir 90% ruko,
-~

kantor, rumah, pada lantai atasnya difungsikan untuk budidaya walet. Suara walet
©

elektronik hingga binggar, saling bersahutan. Betul-betul terjadi perang suara.

3
Dirnalam hari, suara inap juga terdengar nyaring.
N

C  Seperti pada permasalahan yang terlihat pada pemungutan pajak sarang

=z
byrung walet di kabupaten rokan hilir sampai saat ini belum berjalan sesuai

c
d?:ﬂgan sebagaimana mestinya. pemungutan yang terjadi di daerah rokan hilir
d%ém hal pajak sarang burung walet, pemungutan yang terjadi belum sepenuhnya
opctimal karena masih ada wajib pajak sarang burung walet belum mendaftarkan
usahanya dan tidak mengerti tata cara pemungutan pajak sarang burung walet
yang ada di daerah rokan hilir. dan masih banyak terdapat kelemahan, kekurangan
serta kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak baik dari pihak yang
berwenang dalam melaksanakan pemungutan,walaupun sudah dilakukan
implementasi perda masih belum memiliki pengaruh terhadap masyarakat, hal ini
d%arenakan perda yang dibuat belum banyak diketahui olen masyarakat, dan
rrg.salahnya wajib pajak sarang burung walet kurang bekerja sama dengan petugas
d% kesadaran membayar pajak masih rendah, dan kurangnya pengawasan
te-gJadap pengusaha-pengusaha sarang burung walet. wajib pajak sendiri maupun
p%perintah daerah sehingga pemungutannya terkadang tidak sesuai dengan
k%ntuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

7]
betlaku, sehingga berimplikasi terhadap realisasi PAD dibidang pajak daerah

~
kI'Tmuwsnya di sektor pajak sarang burung walet di kabupaten rokan hilir.

nery wisey jred
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©

g Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dibahas dan diteliti lebih
=

mendalam segala hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka penulis
©

nﬁngambil judul untuk tugas akhir yaitu: “IMPLEMENTASI PERATURAN

=]
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG

e

BERUNG WALET DI KABUPATEN ROKAN HILIR”

=

1@ Rumusan Masalah
=

>~  Dari uraian diatas dapat dilihat, permasalahan yang ada pada BAPENDA
2]

Kabupaten Rokan Hilir, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

Q

<1 Bagaimana Implementasi Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang

Pajak sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apa saja hambatan dalam Implementasi Peraturan daerah Nomor 8 Tahun
2011 Tentang Pajak sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir?
1.3. Tujuan Penelitian
Adapun Tujuan Penelitian yaitu:
1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan daerah Nomor 8
Tahun 2011 Tentang Pajak sarang burung walet di Kabupaten Rokan

Hilir

N

Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam Implementasi Peraturan
daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak sarang burung walet di

Kabupaten Rokan Hilir

S JO AJISIdATU[) DTWR][S] 3)¥1S

1.

Bn

. Manfaat Penelitian

=

Untuk menambah pengetahuan tentang pelaksanaan pemungutan pajak

sarang burung walet khususnya daerah Kabupaten Rokan Hilir.

nery wisey JreAg uej]
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©
g 2. Dari hasil penelitian nanti akan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan
; pemerintah dalam membuat kebijakan pemungutan pajak sarang burung
E walet agar lebih baik lagi.
i 3. Meningkatkan kreatifitas mahasiswa untuk melakukan pekerjaan secara
g efisien dan efektif melalui penelitian ini.
=z
1‘%). Sistematika Penulisan
wn
&  Untuk memudahkan pembaca memahami penelitian ini, maka penulis
n%:'hyusun sistematika penulisan sebagai berikut :
c
BAB | PENDAHULUAN
Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan
sistematika penulisan.
BAB 11 LANDASAN TEORI
o Pada bab ini terdiri dari pengertian, fungsi dan syarat, dasar
Eﬁ' pengenaan, tarif, masa dan saat terhutang pajak sarang burung
g’T walet, Kepatuhan, kriteria, pajak dalam pandangan islam, konsep
g operasional, kerangka penelitian, dan definisi konsep.
BZ’B i METODE PENELITIAN

nery wisey JreAg uejpng yo A31s1d

Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, lokasi dan waktu
penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, teknik

pengolahan data.
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© T%m k cipta milik M_ N Suska m.% au State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

U_\/I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u_: 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b 2
Hlv.., hm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/_._\_n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SR S 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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T
S BAB I
=
o LANDASAN TEORI
©
24, Pengertian Implementasi
3
— Implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan
=
béFdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci
=z

seelumnya. Pendapat lain mengatakan bahwa pengertian implementasi
c

a%lah suatu tindakan atau bentuk aksi nyata dalam melaksanakan rencana yang

tegh dirancang dengan matang. Dengan kata lain, implementasi hanya dapat

diTakukan jika sudah ada perencanaan dan bukan hanya sekedar tindakan semata.

Dari penjelasan tersebut kita dapat melihat bahwa implementasi bermuara pada

mekanisme suatu sistem. Penerapan implementasi harus sesuai dengan

perencanaan yang telah dibuat agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang

diharapkan.
Implementasi :

%
.4 Implementasi Menurut Pendapat Budi Winarno adalah tindakan-
® tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah
£, ditunjukan untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan
g sebelumnya.

2.& Implementasi Kebijakan Publik
=)
< Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan
-t
w

d@'at mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang.
=)
; Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah
o

yﬁg ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau
=

mélalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.
o3}

R""gkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari

11

neny wiseyy
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©

p|§gram, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme
=

yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan
©

diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-

3
preyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh
=

pémerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.
=z
¢» Van Meter dan Van Horn (dalam budi Winarmo, 2008:146-147)
| o=

mendefenisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam
2]

k?utusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha
untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan opersional
dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk
mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan
kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan
saé)aran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan
kgnijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan
oéh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang

=

sé8uai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi

A31819A

k

&

ijakan, yaitu:
1. Teori George C. Edward Edward Il (dalam Subarsono, 2011: 90-92)
berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat

variabel, yaitu: a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan

nery wisey JrreAg uejng j
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mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan,
dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan
kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi
distorsi implementasi. b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah
dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor
kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak
akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya
manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. c)
Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor,
seperti  komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor
memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat
menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh
pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif
yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi
kebijakan juga menjadi tidak efektif. d) Struktur Birokrasi, Struktur
organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari
struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan
fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung
melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur
birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi

tidak fleksibel.
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Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-
sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta 13 keahlian-
keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang
dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di
atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Struktur
Birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 203) terdapat dua
karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan
Fragmentasi: SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar
berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan
sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman
dalam bekerjanya organisasiorganisasi yang kompleks dan tersebar luas.
Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit
birokrasi, seperti  komite-komite legislatif, kelompokkelompok
kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat
kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah. 2) Teori
Merilee S. Grindle Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle
(dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi
kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of
implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan
kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis
manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang
diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah
tepat, apakah sebuah kebijakan 14 telah menyebutkan implementornya
dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang

memadai.
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©
2.3 Pengertian Kebijakan
-~
©  Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk
©

umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum

w

kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan
N

d&A kata policy. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas
yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, dan cara bertindak. Kebijakan
| o=
dénpat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh
2]
peHgambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin
c _
dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.
Pengertian Kebijakan menurut :
1. Menurut Lasswell (1970): Kebijakan adalah sebagai suatu program
pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah.
2. Menurut Anderson (1979): Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang
mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para
pelakunya untuk memecahkan suatu masalah.

2.4. Pengertian Pajak

N
E Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan
m

UEum dan Tata Cara Perpajakan Sebagai mana telah diubah dengan Undang-
fo¥]
=

urgdang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah Konstribusi wajib kepada Negara

n

yafg terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak
<

(1]
n@pdapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

3

Sl
sepesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Menurut Suparman Sumadjaja dalam Adrian Sutedi (2011: 3) pajak adalah

iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma

neny wisey jredAgjejng
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©

hliRum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai
-~

kesejateraan umum.
o

®  Menurut Sommerfeld Ray dalam Dwiarso Utomo, Yulita Setiawan dan

3
Agung Yulianto (2011:2) pajak adalah suatu pengalihan sumber daya dari sektor

=
sWwasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggran hukum, namun wajib

=

didaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa
| o=

w . ) g
memperoleh imbalan secara langsung dan perporsinal, agar pemerintah mampu
2]

r’r%iaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahannya.

Siti Rahmi (2013:1) setiap orang yang telah memenuhi syarat subjektif dan
syarat objektif wajib membayar pajak yang telah ditetapkan dalam Undang-
undang, jika seorang sengaja tidak mau membayar pajak maka akan ada ancaman
dan sanksi maupun hukum pidana sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam
membayar pajak kita tidak akan langsung mendapatkan manfaat atau pajak yang
telah dibayar, karena hasil dari pembayaran pajak tersebut akan digunakan untuk

wn

rrﬁ_menuhui semua kebutuhan negara yang dapat kita nikmati secara bersama-
m

[—1
sdfa.
V]

Adapun menurut P.J.A Adriani dalam Fidel (2010: 4) menyatakan pajak

BN druw

adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib

Ié[aA

mbayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi

&4

bali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunannya adalah untuk membiayai

geluran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk

o)
18S 3

yelengarakan pemerintahan. (Siti Rahmi, 2013: 1) sudah menjadi kewajiban

Ag

bagi setiap orang dalam membayar pajak, karena pajak digunakan sebagai sumber

&

nery wrsey J
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bigya dalam peneyelengaraan sebuah Negara. Baik itu digunakan untuk

=

pembangunan, penyedian fasilitas umum, perbaikan jalan maupun lainnya yang

©

d&’ﬁat Kita nikmati secara bersama-sama

w

25. Fungsi Pajak

Nely exsns NIN A

nery wisey JireAg uej[ng yo AJISIdAIU() dTWR[S] 3}e}S
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s

Ada lima fungsi pajak sebagai berikut:
Fungsi Budgetair (Anggaran)

Pajak sebagai sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya
dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara
yaitu pengeluran rutin dan pembangunan.

Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mecapai tujuan tertentu dibidang keuangan
(umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan).
Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan
kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga inflasi sehingga dapat
dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur
peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang
efektif dan efesien.

Fungsi Retsribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk
membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai
pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada

akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
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5. Fungsi demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem
gotong royong. Hal ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah

kepada masyarakat pembayar pajak.

Syarat Pemungutan Pajak

Dasar hukum pemungutan pajak Dearah adalah Undang-undang No. 28

Tahun 2009 Tentang Pajak Daearah.Menurut Adam smith dalam Waluyo
2]

(2605:13) pemungutan pajak hendaknya di dasarkan pada:
Q

il

nery wisey juedg uejng yo AJIsaAru) d1we[sy 3jels

Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak
dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan
membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang
diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan
uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya
Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena
itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak
yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
Gonvenience

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai saat-
saat yang tidak menyulitkan wajib pajak sebagai contoh pada saat wajib

pajak memperoleh penghasilan.
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©

~4.  Economy

=

o Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan pajak dan pemenuhan
©

o kewajiban pajak bagi pajak diharapkan sebagai contoh pada saat wajib
3

—  pajak memperoleh penghasilan.

=
2% Pajak Sarang Burung Walet

=z

¢» Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2011
| o=

T%tang Pajak Sarang Burung Walet, “Pajak Sarang Burung Walet adalah
2]
peHgambilan atau pengusahaan sarang burung walet, Burung walet yaitu satwa
Q

C . . . . g g
yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocolia maxina,
collocolia esculanta, dan collocolia linchi. Dikecualikan dari objek pajak ini
adalah:

1. Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan

Negara bukan pajak (PNBP).

2. Kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet lainnya yang

g ditetapkan dengan peraturan daerah.

:‘; Subjek pajak sarang burung walet yang sekaligus menjadi wajib pajak dari
pgak ini adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau
n‘gcngusahakan sarang burung walet. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet
a@lah nilai jual sarang burung walet yang dihitung berdasarkan perkalian antara
h%ga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang
bgsangkutan dengan tonase sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet
d%etapkan dengan peraturan daerah paling tinggi sebesar 5%. Besaran pokok

nery wisey Jreig
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©

pﬁak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
=

demgan dasar pengenaan.

©

o Subjek dan objek Pajak Sarang Burung Walet menurut peraturan daerah
3

Kabupaten kepulauan Meranti No.08 Tahun 2002 BAB |1 Pasal 2 dan 3 adalah
sé?'i_jagai berikut:

Dengan nama pajak dipungut atas setiap pengambilan sarang burung
walet.

Objek pajak adalah setiap penyelenggaraan pengambilan sarang burung

neiy exsng N

walet.

3. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dengan sengaja atau
tidak sengaja karena keadaan tertentu memiliki atau menguasai sarang
burung walet.

4. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
pengambilan sarang burung walet.

28B. Dasar Pengenaan, Tarif, Masa, dan saat Terhutang Pajak Sarang

IS 2¥831S

Burung Walet

Dasar pengenaan dan tarif pajak sarang burung walet menurut peraturan

(oL
BN drwe

rah kabupaten Rokan Hilir dalam perda No. 8 Tahun 2002 adalah sebagai

o
Sroa
=

c

—

Dasar pengenaan adalah nilai jual sarang burung walet.
Tarif pajak ditetapkan berdasarkan status tanah/bangunan milik
perorangan/badan tempat pemeliharaan sarang burung walet dengan

ketentuan sebagai berikut:

nery wisey jIeAg ueing o A3
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a. Pengambilan diatas dan dibawah tanah bangunan milik perorangan/
badan usaha dikenakan tarif 10% dari hasil brutto (kotor) setiap kali
pengambilan.

b. Pengambilan pajak ditentukan setiap kali panen. tetapi harus diingat
bahwa untuk terkoordinirnya penerimaan pajak burung walet ini
sangat diperlukan suatu organisasi yaitu Dinas pendapatan daerah
(Dipenda) Kabupaten Rokan Hilir karena diketahui aktivitas yang
dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya organisasi. Organisasi
menurut sufian (1995:108) adalah sarana atau alat untuk mencapai
tujuan.

Masa dan saat terhutang pajak sarang burung walet menurut
peraturan daerah kabupaten rokan hilir No. 8 Tahun 2002 adalah sebagai
berikut:

a. Masa pajak adalah waktu mulai panen sampai dengan jangka waktu
yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

b. pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan sarang
burung walet.

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu
bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan
kepala daerah. Saat pajak terutang terjadi pada saat terjadinya peristiwa
atau perbuatan yang memenuhi syarat pajak terutang yang ditentukan

dalam peraturan daerah tentang suatu pajak daerah.
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Untuk mengetahui dengan jelas kapan saat terutang suatu jenis pajak

daerah yang dipungut pada suatu daerah, harus dilihat dengan jelas

ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah. Pajak terutang harus

dibayar oleh wajib pajak. Besarnya pokok pajak sarang burung walet yang

terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar

pengenaan pajak.

Harga Sarang Burung Walet

Jenis atau bentuk sarang burung
walet

Kisaran harga ( Rp)

Sarang Burung walet super

14.000.000 per kg

Sarang Burung Walet Mangkok

10.000.000 per kg

Sarang burung Walet Patahan

4.500.000 per kg

Tata Cara Penghitungan dan Penetapamn Pajak

Pasal 11

(1) Setiap wajib pajak sarang burung walet mengisi SPTPD.
(2) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh bupati.

Pasal 12

(1) Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak,

Bupati dapat menerbitkan :
a. SKPDKB dalam hal :

1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak
yang tidak atau kurang di bayar.

2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada bupati dalam jangka
waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam

surat teguran.

Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang

dihitung secara jabatan.
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©
2% Pengertian Kepatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh adalah suka menurut

1d10

perintah, taat kepada perintah, sedangkan kepatuhan berarti tunduk atau patuh

3
pada ajaran atau aturan. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam
=

péAingkatan penerimaan pajak. Maka pengawasan kepatuh merupakan hal yang

=z
saigat penting dalam pemungutan pajak.
| o=

% Menurut Nurmanto dalam Siti Faizah (2009:24) mengatakan bahwa
k?atuhan perpajakan dapat di definisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib
pé:jak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak
perpajakannya.

Menurut Devano dalam Rahayu (2006:110) istilah kepatuhan berarti
tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi
pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh
serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, Wajib Pajak yang patuh adalah
vvgjib pajak yang taat dan memenuhui melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai
dﬁgan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

o]

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D Nowak sebagai suatu

N 1w

&

m kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin

I1SA9A

datam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua

é&;

entuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak

8S J

dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar,

mbayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Nery wisey ;;Jeﬂs%en
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©

g Nurmanto mengatakan (2003:148) mengatakan bahwa kepatuhan

=
perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak

d

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksankan hak perpajakannya.
Menurut Taylor (2010 :27-28) kepatuhan atau ketaatan seseorang terhadap

oferitas atau normal sosial dapat terbentuk dengan adanya enam faktor

NI® X!

digntaranya:
Informasi merupakan faktor utama dalam pengaruh sosial, seseorang

kadang-kadang melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan hanya

nely eysng

setelah kepada mereka diberikan sejumlah informasi, seseorang sering
ingin mempengaruhi orang lain dengan memberikan mereka informasi
atau argumen yang logis tentang tindakan yang seharusnya mereka
lakukan.
2. Imbalan merupakan kemampuan untuk memberi hasil positif bagi orang
lain membantu orang lain mendapatkan tujuan yang diinginkan atau
menawarkan imbalan yang bermanfaat. Beberapa imbalan bersifat sangat
personal, seperti senyum persetujuan dari teman dan imbalan lainnya
adalah seperti uang adalah impersonal.
Keahlian, pengetahuan khusus, training dan keterampilan juga dapat
menjadi sumber kekuasaan. Seseorang tunduk pada ahli dan tunduk
mengikuti nasihatnya karenan mereka percaya bahwa pengetahuan
penguasa akan membantu kita mencapai tujuan Kita.
Kekuasaan rujukan, basis pengaruh dengan relasi personal atau kelompok

adalah kekuasaan rujukan. Kekuasaan ini eksitas ketika seseorang

nery wisey JrreAg uejng yo AJISIaALU) d1wWe[s] 33e3g
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mengidentifikais atau ingin menjalin hubungan dengan kelompok atau
dengan orang lain. Seseorang mungkin bersedia meniru prilaku mereka
atau melakukan apa yang mereka minta karena ingin sama dengan mereka.
Otoritas yang sah, salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah
bahwa seseorang memiliki otoritas yang sah dalam situasi itu, sesuai
dengan norma sosial yang berlaku.

Paksaan, dapat berupa paksaan fisik sampai ancaman hukuman atau tanda

ketidaksetujuan. Misalnya setelah gagal menyakinkan anak untuk tidur

neiy exsns NiN i jw ejdio yey @

siang, si bapak mungkin secara paksa memasukkan anak kedalam kamar,

lalu ia keluar dan mengunci pintu.

Berdasarkan uraian tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan diatas
dapat disimpulkan bahwasannya kepatuhan yang terjadi pada seseorang dapat
dipengaruhui oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah
faktor yang berasal dari luar diri seseorang seperti informasi yang diterima,
ac;?nya imbalan, adanya perhatian yang dicurahkan , paksaan penghargaan atau
g%jaran, penekanan atau hukuman, dan paksaan penhargaan atau ganjaran,
pgwekanan atau hukuman, dan harapan orang lain. Sedangkan faktor internal
a(glah faktor-faktor yang berasal dari diri seperti keperibadian, kepercayaan,
k%.hlian, dan control diri.

]
2.30. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut keputusan Mentri

SRS

Keuangan N0.544/KMK.04/2000 bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

nery wisey Jreig
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Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2
tahun terakhir

Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk jenis pajak kecuali telah
memperoleh izin untuk mengangsur untuk menunda pembayaran pajak
Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana
dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir

Dalam 2 tahun terakhir menyelengarakan pembukuan dan dalam hal
terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan koreksi pada
pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang
paling banyak 5%

Wajib pajak yang laporan keuangan untuk 2 tahun terakhir di audit oleh
akuntan publik dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian yang tidak
mempengaruhi laba atau rugi.

Menurut Djoko Slamet Surjoputro dan Junaidi Eko Widodo (2006:39)

pé-aa umumnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem
m

adininistrasi perpajakan yang meliputi tax service dan tax enforcement.
fo¥]

Sgaplangkan langkah-langkah perbaiakan administrasi diharapkan dapat mendorong

=

keéhatuhan wajib pajak melalui dua cara yaitu:
<

nery wisey jredg yejng jo A31s1d

Wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan
menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi
pembangunan bangsa.

Wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir bahwa mereka akan

mendapatkan sanksi berat akibat pajak yang tidak mereka laporkan
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terdeteksi sistem informasi dan administrasi perpajakan serta kemampuan
crosschecking informasi dengan instansi lain.

Kepatuhan membayar pajak adalah masalah pola pikir yang

w ejdio yeH @

mempengaruhi kemauan sipembayar pajak untuk memenuhi dan melaksanakan

3

kéwajiban perpajaknnya. Menurut Apollo dalam (Siti Faizah 23: 2009) kepatuhan

m?mbayar pajak timbul karena berbagai faktor yaitu sebagai berikut:
c
:%1. Pendidikan dan pengetahuan perpajakan
57'2. Sistem perpajakan
=3, Penyuluhan dan informasi perpajakan
4. Letak geografis

5. Kinerja aparatur pajak
6. Penegakan hukum
2.11. Pajak dalam Pandangan Islam
Pajak dalam istilah bahasa Arab disebut Adh-Dharibah yang artinya
p%gutam yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Adapun menurut ahli
b@asa, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk
n%mbiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam menyelengarakan

=
sefnua kebutuhan negara untuk kepentingan umum (masyarakat).

Pajak yang belaku dimasa pemerintah islam dahulu adalah Jizyah. Jizyah

JISI3A

nrupakan pajak perorangan yang dipungut oleh pemerintah islam dari golongan

g;é&

orang-orang yang bukan muslim dan terhadap orang yang telah merdeka, baligh,
&
bg’}?}akal sehat dan kuat sebagai imbang bagi keamanan untuk mereka. Sebagai

e
mﬁ.na dalam firman Allah dalam Alquran surah Attaubah yang berbunyi:

nery wrsey J
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nya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak
(pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa
yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama
dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang
diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah

dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (Q.S At-Taubah
:29)

o

s
o)

\\E
3

0

>

nNely exsns NIg A!Tw

Maksud ayat ini adalah perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada
Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, jika tidak demikian niscaya dari
dahulu mereka sudah beriman kepada Nabi Muhammad saw, yakni dengan agama
yang telah ditetapkan oleh Allah yang menganti agama lainnya, yaitu agama
islam. Lafal allaadzina pada ayat ini berkedudukan menjelaskan lafal alladzina
p%a awal ayat (yang diberikan kitab kepada mereka) kepada orang-orang yahudi
d% orang-orang nasrani (Sampai mereka membayar Jizyah) kharaj yang
dgebankan kepada mereka untuk untuk membayarnya setiap tahun dengan patuh.
Léal yadin berkedudukan menjadi kata keterangan yang artinya secara taat dan
péhh atau mereka yang menyerahkan secara langsung tanpa memakai prantara
aéﬂ wakil yaitu patuh dan taat terhadap peraturan hukum islam.

o

; Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat,tapi sebagian
o

bgar tingkat kepatuhan wajib pajak semakin menurun dalam melaporkan

kg?vajiban perpajakannya, disebabkan oleh tingkat pengetahuan Wajib Pajak yang

I

miasih sangat kurang. Dari permasalahan ini pemerintah mempunyai tugas untuk

Nery WISeY|
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©

n%?lcari solusinya, kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang penting dalam
peg_erimaan pajak. Dalam ayat At-Taubah ayat 29, umat islam siap berdamai
d&gan negara manapun jika mereka mau hidup damai. Jika mereka menyerang ,
Agah memerintahkan mereka untuk mempertahankan diri. ketika pasukan islam
rrfgmenanggi pertempuran tersebut, maka mereka yang kalah wajib membayar

=

Jigyah dengan tunduk dan patuh. Ketika umat islam membayar pajak, mereka bisa
| o=

menikmati hasil pajak melalui pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh
2]

pefherintahan. Allah Swt juga berfirman:
Q

2 ~3 20 8 z

C -~ ~
Oy&=5 OV Y] Jlardly =il SSDA) RIS Y sk Rl @l
Ao | - 52 f//ﬁ’o‘? C’} /};.Ecw} o //C;’ 4 o« -5 7 N
%)éugﬂ\ul@w\w@y]rbﬂgufb&gbg
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah
kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu (QS. An-Nisa :29).

Kesimpulan dari firman Allah diatas adalah adanya kewajiban bagi setiap

o
Y

ofdng yang mampu memberikan sebagian hartanya dalam bentuk zakat untuk
@

k?asalahatan umum dan mereka hendaknya dimotivasi untuk mengeluarkan

g diluar zakat untuk kebaikan.

03

Dalam hadis juga dijelaskan :
Gighaall 348 Wl Wl A dara b 48 BVs

nya: Tidak ada ketaatan dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah,

karena sesungguhnya kewajiban taat itu hanya dalam hal yang ma ruf
(baik) saja (H.R Bukhari no. 6830).
Muhammad bin Hasan Assy-Syaibani berkata: jika sekiranya seseorang

Ag um]ns;_%o A31s19ATU

guasa (pemerintah muslim) hendak menyiapkan sebuah pasukan perang, maka

)
nery wisey| yEe
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©

s%antasnya dia menyiapkannya dengan harta yang diambil dari baitul mal kaum
-~

maslimin (kas negara) jika didalamnya ada harta kekayaan yang mencukupinnya,
©

dan tidak boleh baginya mengambil harta kekayaan dari rakyat, namun jika

3
didalam baitul mal tidak ada harta yang mencukupi untuk persiapan pasukan
N

pérang, maka dibolehkan bagi penguasa (pemerintah muslim) menetapkan

=z
kepijakan kepada mereka (orang-orang mampu agar membayar pajak) sehingga

| o=
pameukan perang akan berjihad menjadi kuat. (Lihat As-Sair Al-Kabir berserta
2]
Sydrahnya 1/139).
Q
Rasulullah Shalallahu alaihi Wassala bersabda:

Aa (i iy ) allch yal J La G2y

Artinya: Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari
pemiliknya.

Dalam perjalannya hukum pajak sering dikaitkan dengan zakat karena
terdapat beberapa persamaan meskipun terdapat pula perbedaannya, yang mana

tu@annya dari pajak ini adalah untuk kesejahteraan masayarakat dalam memenuhi

se%ala kebutuhan.
2.;5;_2. Konsep Operasional
;f;‘« Konsep operasional merupakan suatu defenisi yang diberikan kepada suatu
vaiv'iable dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi sesuatu hal tertentu
®
a :r lebih terperinci dengan jelasnya, perhatikan table dibawah ini.
;u'; Dasar pengenaan dan tarif pajak sarang burung walet menurut peraturan
dérah kabupaten Rokan Hilir dalam perda No. 8 Tahun 2011 adalah sebagai
9]

o

kut:

nery wrsey yu
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Referensi Indikator Sub Indikator
BERDA Dasar a. Dasar pengenaan adalah nilai jual
Rabupaten Rokan | Pengenaan sarang burung wallet

lgrjlir Nomer 8

Besaran Tarif a.

Tarif pajak ditetapkan berdasarkan

Tahun 2011 status tanah  atau  bangunan
3 perorangan.badan tempat
= pemeliharaan sarang burung wallet
=i Cara a. Tarif pajak burung walet ditetapkan
— Perhitungan sebesar 5%
=z Tarif
Samber: Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 8 Tahun 2011
| o=
wn
2.53. Kerangka Penelitian
2
2 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomer 8 Tahun
2011 Tentang Pajak Sarang Burung walet
Dasar Pengenaan Besaran Tarif Cara Perhitungan Tarif
| | |
a. Nilai Jual Sarang a. Tarif Pajak Di a. Tarif Pajak Burung
Burung Walet Tetapkan Walet Di Tetapkan
Berdasarkan Status Sebesar 5%
g-’ tanah atau Bangunan,
= Perorangan. Badan
@ Tempat Pemeliharaan
g Sarang Burung Walet
=
=
Sember: Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomer 8 Tahun 2011

nery wisey JireAg uej[ng yo AJISIaAr

Tentang Pajak Sarang Burung walet
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2.d4. Penelitian Terdahulu

]uu]Eld!O)]

Penulis

Gusliana
HB.SH.M,HUM
HLaporan
UPenelitian 2007)

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

Judul

Penegakan Hukum
Terhadap
Pelaksanaan
Peraturan Daerah

Hasil Penelitian
Upaya yang dilakukan
pemerintah daerah Indragiri

Hilir dan Dinas pendapatan
Daerah maupun Instansi

32

Ariyadi (2013)

12 AR SR LR B B

JrIeAg uelmn

alimah
Skripsi 2012)

Pemungutan Pajak
Sarang burung
Walet Pada Dinas
Pendapatan
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti

Implementasi
Peraturan Daerah
Kabupaten Siak
Nomor 04 Tahun
2008 tentang Izin
Pengusaha

n Nomor 54 Tahun Terkait belum maksimal.

g 2000 Tentang Pajak | Dimana masih banyak

0 Sarang Burung sebagian dari Penangkar

3 Walet di Kabupaten | Burung Walet yang tidak

- Indragiri Hilir mengetahui Peraturan Daerah
Nomor 54 Tahun 2000
Tentang Pajak Sarang Burung
Walet dan arti Penting Perda
Tersebut.

Muhammad Analisis Pemungutan Pajak

menunjukkan bahwa Pajak
Sarang Burung Walet pada
Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti
dikategorikan cukup baik,
Karena keseluruhan hasil
perhitungan pajak sebesar
68,96%.

Adapun kesimpulan hasil
penelitian penulis
menyimpulkan bahwa
Implementasi Peraturan
Daerah Kabupaten Siak Nomor
04 Tahun 2008 tentang izin

NETY WIS
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2.35. Definisi Konsep

nNery exsns NN ijiw ejdioy

nery wisey JireAg uej[ng yo AJISIdAIU() dTWR[S] 3}e}S

=

Implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan
berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan
terperinci sebelumnya.

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk
umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah
umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, kebijakan
adalah terjemahan dari kata policy.

pajak adalah Konstribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapat
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan
takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan
kepala daerah. Saat pajak terutang terjadi pada saat terjadinya peristiwa
atau perbuatan yang memenuhi syarat pajak terutang yang ditentukan
dalam peraturan daerah tentang suatu pajak daerah.

Kepatuh adalah suka menurut perintah, taat kepada perintah, sedangkan
kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan
wajib pajak merupakan faktor pentingj dalam peningkatan penerimaan
pajak. Maka pengawasan kepatuhmerupakan hal yang sangat penting

dalam pemungutan pajak.
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METODE PENELITIAN

dioyeH o

. Jenis Penelitian

B

3
Jenis Penilitian pada penelitian ini adalah Deskiripsi Kualitatif yaitu

péAelitian yang dilakuan untuk menangani dan menggambarkan secara detail

NIE H!Tw

inglikator-indikator dari variable penelitian yaitu variable kinerja, untuk metode

n

aé:alisis data yang dipakai adalah analisis kuantitatif yaitu menalarkan variable
y%;lg diteliti secara kualitatif berupa pengeluaran-pengeluaran atau informasi yang
dl%lapat dari informan kualitatif tanpa memakai statistika.

Dalam Penelitian ini objek penelitian yang akan dideskripsikan adalah
Implementasi Perda Kabupaten Rokan Hilir Tentang Pajak Sarang Burung Walet.
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di kantor BAPEDA di Kabupaten Rokan Hilir
tepatnya dibagian Bagan Siapi-api dimana dalam hasil pengamatan sementara
béﬂ)wa di kabupaten rokan hilir penangkar sarang burung walet didaerah tersebut
rrgsih belum berjalannya penerapan pajak yang masih kurang dalam penerapan
pgnungutan pajak. Adapun penelitian ini diadakan bulan oktober 2019 ssampai
bgan juni 2020 dalam upaya mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang

<
m
diutuhkan untuk memperkuat penelitian ini.

A3x

33. Teknik Pengumpulan Data
Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan

int, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

34

nery wisey jrredAgie}ng j
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3.3.1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara
langsung mengamati objek yang menjadi kajian, terutama mengamati secara
- langsung masing-masing aparat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

disamping mengamati cara kerja dan hasil kerja mereka.

=

Dokumentasi
Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa

' data tentang prosedur pemungutan pajak, target dan realisasi penerimaan

neiy eysnsg Nin Yilw ejdio yey @

pajak yang di peroleh dari bagian pendapatan hasil daerah di bapeda kota
bagan siapiapi
2. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab yang dilakukan penulis
terhadap narasumber untuk mendapatkan sumber informasi yang berkaitan

dengan penelitian ini.

7
3&. Informan Penelitian
m
E Informan Penelitian adalah pihak yang mengetahui atau memberikan
=¥}

ir’gormasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Adapun Informan

n

Péhelitian adalah :

<
m
@ Tabel 3.1
& Informan Penelitian
=]
No Nama Jumlah
=1. | Pegawai Bapenda Bidang Pendataan dan 1
Y Penetapan
™. | Seksi Penagihan dan Pengendalian 1
8. | UPTD 1
=4. | Pengusaha Sarang Burung Walet 6

o)
neny wiseye

ber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2019
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©

g Pemilihan Informasi diatas dilakukan berdasarkan Teknik Proposive
=
Sampling, Adapun yang dimaksud dengan Proposive sampling adalah salah satu
©

tekinik sampling Non Random Sampling dimana peneliti menentukan

3
pergambilan sample dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan
=

tugban penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.
A?apun yang dimaksud dengan Informen Penelitian adalah orang yang
c

d%anfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar
b%ékang penelitian (Moleong, 2000:97). Informen merupakan orang yang benar-
bénar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.
3.5. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
dilapangan, antara lain sebagai berikut :
3.5.1. Data Primer

Yaitu Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara
aparatur atau pejabat-pejabat di bapeda di kota bagan siapiapi.

3.5.2. Data sekunder

Yaitu data yang sudah tersedia sehingga peneliti hanya mencari dan

[u() dJTWe[s] 3jels

. mengumpulkan penulisan (Data yang diperoleh dari buku-buku, Internet, UU

ang terkait)

ISI9A
<

A3

K

>»
—

eknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan Data merupakan proses untuk mengelompokkan

SRre}ns j

pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil

S

1B A

uai dengan data yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini penulis teknik

nery wrsey J
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ariEIisis data kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2014:60) Adapun tahapan-tahapan

=

yang dilakukan untuk menganalisis data menurut Miles and Huberman (1984)

©
dalam Sugiyono (2014:246-252) yaitu:

w

Nely efsns NIN A!!

nery wisey JireAg uej[ng yo AJISIdAIU() dTWR[S] 3}e}S

- 1. Reduksi data

Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal
yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data
menunjuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abtaksi
dan pentransformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang
sudah direduksi dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data yang

tepat dan akurat.

. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang
bersifat deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari
lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa
adanya rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal
tersebut dilakukan bertujuan agar penyajian data yang telah direduksi
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti
telah berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat sesuai dengan

permasalahan dan keadaan yang terdapat pada objek penelitian.

. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan
penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai

dengan permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan
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dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari

penelitian. Dari beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan
sesuai

kesimpulan yang sempurna yang sesuai dengan jenis dan permasalahan
dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat agar kesimpulan

permasalahan.

akhir

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

U_\/I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u_: 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b 2
Hlv.., hm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/_._\_n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SR S 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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T
S BAB IV
=
o GAMBARAN UMUM PENELITIAN
©
4@. Gambaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan

turan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 11 Tahun 2016, tentang

o
NI Alw

Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11),

sn

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 64 Tahun 2016 tentang

e

K%Ejudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah
K%bupaten Rokan Hilir. Badan Pendapatan daerah merupakan unsur yang
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah bidang keuangan,
dipimpin oleh Kepala Badan dan melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab
kepada Bupati Rokan Hilir melalui Sekretaris Daerah.
4.2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
421 Visi

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita-cita yang ingin diwujud kan Instansi Pemerintah secara
konsisten dan tegas dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang
:

imiliki. Mengacu pada batasan tersebut maka didalam Renstra Badan
endapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir ditetapkan Visi sebagai berikut

Twe[s] 3jels

“Menjadi Pengelola Pendapatan yang Amanah Dan Profesional dalam
Mewujudkan tatakelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta
Pelayanan Publik yang Handal “

ISIdATU[] D

4.2.2 Misi
Misi merupakan sesuatu yang harus diemban dandilaksanakan oleh

Instansi Pemerintah sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Guna

39

neny wisey jrieAg uejrng jo 43



‘nery e)sng Njn uizi edue) undede ynuaq wejep Ul siny eAley yninjas neje ueibegas yeAuegiadwaw uep ueywnwnBusw Buelte|iq 'z

AVTE ¥ISNS NIN
o0}

‘nery eysng NN Jelem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad g

‘yejesew njens uenelun neje yiuy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAiey uesijnuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebuiuaday ynjun eAuey uednbusd ‘e

JJaguins ueingaAusw uep ueywniuesusw eduey U siny eAley ynines nele uelbeqges dinbuaw Bueleq “|

Buepun-Buepun 1Bunpuig e3d1D deH

40

©

g mewujud kan dan merealisasikan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Badan
=
© Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

di

o 1. Mengoptimalkan Pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah;
i 2. Terwujudnya pelayanan yang baikdan prima.

4; Tujuan dan sasaran
i Dalam rangka mencapai Visi dan Misi tersebut diatas, sebagai unsur
c

p%aksana pengelolaan pendapatan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan
Hg]r mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :
<1 Meningkatkan capaian Pendapatan Asli Daerah secara berkesinambungan;

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pajak daerah;

3. Meningkatkan pelayanan yang responsif.
4.4. Strategi Pencapaian Tujuan dan sasaran.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target kinerja hasil (outcome),

hal ini harus sejalan dengan program prioritas yang terdapat dalam RPJIMD yang
seé%*;njutnya menjadi dasar perumusan strategi kebijakan, program dan kegiatan

dﬂHam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun strategi pencapaian tujuan dan
fo¥]

sgaran dimaksud dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

nery wisey JrreAg uejyng yo AJIsIaArun
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©

= Tabel 4.1

= Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

o

—

S

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

=

S

(4) () (6)

Meningkatkan 1. Tercapainya 1. Besar nilai Pendapatan

c capaian Pendapatan realisasi Asli Daerah

% | Asli Daerah secara Pendapatan Asli

[ berkesinambungan Daerah yang lebih

p) besar setiap

o tahunnya

2. | Meningkatkan 2. Terselenggaranya | 2. IKM bidang pelayanan
kualitas Pelayanan pajak pajak daerah
penyelenggaraan daerah secara
pajak daerah. tertib dan teratur

3. Meningkatkan 3. Meningkatnya 1. Nilai evaluasi AKIP
kualitas Akuntabilitas Bapenda
pengelolaan Organisasi 2. Maturitas SPIP
keuangan dan 3. Nilai Reformasi
Kinerja Birokrasi

nery wisey JrreAg uej[ng yo AJISIdAIU() dTWIR]S] 3}e)S
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B

Tabel 4.2
%trategi Pencapalan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan HilirTujuan dan Sasaran Jangka
Menengah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2017-2021

o

Tujuan

Sasaran

Indikator
Sasaran

Target Kinerja Sasaran PadaTahun Ke-

2017

2018

2019

2020

2021

2

3

5

7

8

9

10

Meningkatkan
capaian
Pendapatan Asli
Daerah secara
berkesinambung
an

Tercapainya
realisasi

Pendapatan Asli
Daerah yang lebih
besar setiap
tahunnya

1. Besar
nilai
Pendapat
an Asli
Daerah

99,088,337,123

106,024,520,722

113,446,237,172

121,387,473,774

129,884,596,938

Meningkatkan
kualitas
penyelenggaraa
n pajak daerah.

Terselenggaranya
Pelayanan pajak
daerah secara tertib
dan teratur

2. IKM
bidang
pelayanan
pajak
daerah

50%

60%

70%

75%

80%

nely eysng NII"LH&I!UJ e1dio

w

Meningkatkan
kualitas
pengelolaan
keuangan dan
kinerja

Meningkatnya
Akuntabilitas
Organisasi

1. Nilai
evaluasi
AKIP
Bapenda

CcC

CcC

BB

2. Maturitas
SPIP

Level 3

Level 3

Level 3

Level 3

Level 3

3. Nilai
Reformas
i
Birokrasi

cc

cc

U] dTWE[S] 3jels

4%
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45. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

=
©  Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten RokanHilir Nomor 11
o

tabun 2016 dan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 64 Tahun 2016 tentang
=

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tatakerja Badan Pendapatan
=

Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan

=

Hir merupakan unsur yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
| o=

Pemerintah Daerah di bidang Keuangan, dipimpin seorang Kepala Badan yang
2]

b%’ada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Unituk menyelenggarakan tugas pokoknya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Rokan Hilir Kabupaten Rokan Hilir mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendapatan;

2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan;

3. Pengkoordinasian penyelenggaran urusan peemrintah dan pelayanan
umum dibidang Pendapatan;
Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengawasan di bidang pendapatan;
Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pendapatan diantara Satuan
Organisasi perangkat daerah sesuai dengan kewenangan Daerah;
Pengkoordinasian upaya penerimaan pendapatan antara lintas sektor guna
pengendalian potensi penerimaan;
Pelakasanaan pemantauan, penegendalian, evaluasi kinerja dan pelaporan
kegaitan pendapatan daerah;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati berdasarkan peraturan

Perundang-Undangan.
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©
48 Kewenangan

=
©  Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan Pendapatan Daerah
©

K’ébupaten Rokan Hilir mempunyai tugas dan kewenangan membantu Bupati

3
dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Pendapatan.
N

4% Struktur Organisasi
i Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
c
d%entuk berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor
62_}_.?Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
K%bupaten Rokan Hilir dengan Tipologi A vyang dipimpin oleh seorang
KepalaBadan dan membawahi satu Sekretariat, empat Kepala bidang, lima
belasKasubbag/Subbid serta UPTD.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun
2016 terdiri dari ;

Kepala .

Sekretariat.

Bidang Pendataan, danPelayanan
BidangPenerimaandanPembukuan
BidangPenagihandanKeberatan.

BidangPengendaliandanPengembangan

UPT

nery wisey jredg ueyng yo AJrsIaArun dwe|sy 33ei1s



NVIE VASNS NIN

)
o

£

Buepun-Buepun 1Bunpuig e3d1D deH

‘nery eysng Nin Jelem Buek uebunuaday ueyibniaw yepn uednnbuad ‘g

uelode| ueunsnAuad ‘yeiw ) efiey uesiinuad ‘ueniouad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uedjnbuad e
:laguins ueyingsAusw uep ueywnuesuaw eduel 1ul siny eAley yninjes neje uelbegss diynbusw Buesejq |

1} undede ynjuaq wejep [ul sin} eAiey yninas neje ueibeqges yeAuegladwaw uep uejwnwnBusw Buele|q 'z

Gambar 4.1
Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

KEPALA BADAN

SEKRETARIS

SUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUBBAG KKEUANGAN

SUBBAG
PERENCANAAN DAN
PROGRAM

neiy eysnsg NiN Yiiw ejdio yey @

BIDANG PENDATAAN DAN
PELAYNAN

() dTWe[s| 3jeis

[

BIDANG PENERIMAAN
DAN PEMBUKUAN

SUBBISD PENDATAAN
DAN PENETAPAN

SUBBID PELAYANAN

SUBBID DATA DAN
INFORMASI

UBBID PENERIMAAN
DAN PELAPORAN

| SUBBID PBB-P2 DAN
BPHTB

BIDANG PENAGIHAN
DAN KEBERATAN

BIDANG
PENEGENDALIAN
DAN
PENGEMBANGAN

| SUBBID PENAGIHAN
DAN PENGHAPUSAN

SUBBID PENAGIHAN
DAN PENGHAPUSAN

-

SUBBID PAJAK
DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

SUBBID
PEMERIKSAAN

UPTD PP

SUBBID ANALISA
PENDAPATAN

SUBBID
PENGEMBANGAN
DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

SUBBID EVALUASI
PEMANTAUAN

1%



‘nery e)sng Njn uizi edue) undede ynuaq wejep Ul siny eAley yninjas neje ueibegas yeAuegiadwaw uep ueywnwnBusw Buelte|iq 'z

AVTE ¥ISNS NIN
o0}

‘nery eysng NN Jelem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad g

‘yejesew njens uenelun neje yiuy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAiey uesijnuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebuiuaday ynjun eAuey uednbusd ‘e

JJaguins ueingaAusw uep ueywniuesusw eduey U siny eAley ynines nele uelbeqges dinbuaw Bueleq “|

Buepun-Buepun 1Bunpuig e3d1D deH

46

©
4.§. Maksud Dan Tujuan Laporan Kinerja Tahun 2019

=

9,
o
o
=
<
<)
)
C
o

Maksud disusunnya pelaporan kinerja adalah menyajikan uraian tentang
- Kinerja Instansi Pemerintah dalam arti keberhasilan dan atau kegagalan
dalam pencapaian tujuandan sasaran organisasi, sehingga
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, sumber daya dan kebijakan yang

dipercayakan oleh Kepala Daerah dapat dinilai secara jujur, transparan dan

¥ BYsng NN Y!lw ejdl

’ akuntabel.

nei

4.8.2. Tujuan

Tujuan disusunnya pelaporan kinerja ini adalah untuk memberikan
informasi kinerja yang terukur tentang sejauh mana tingkat pencapaian
kinerja terhadap target kinerja yang disepakati dalam dokumen perjanjian
kinerja sertaupaya-upaya yang telah dilakukan sebagai bahan evaluasi dan

perbandingan dalam rangka meningkatkan Kinerja dimasa yang akan datang.

S

4.§ Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja
(g°]

E Penulisan Laporan Kinerja Tahun 2019 ini disusun dengan sistematika
=¥}
pgwulisan dan uraian singkat masing-masing bab sebagai berikut :
=
2BAB | : Pendahuluan, penjelasan umum organisasi, kondisi umum, visi

misi, strategi kebijakan, tugas pokok dan fungsi, struktur
organisasi, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.
BAB Il : Perencanaan Kinerja, menjelaskan uraian ringkasan /iktisar

Perjanjian Kinerja.
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BAB IV:

nei

Lampiran :
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Akuntabilitas Kinerja, pada bagian ini disajikan capaian kinerja
organisasi  sesuai  dengan  hasil  pengukuran  Kinerja,
membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini dan tahun lalu
dan beberapa tahun terakhir, Analisis penyebab keberhasilan /
kegagalan serta alternatif solusi, analisis efisiensi penggunaan
sumber daya, analisis program / kegiatan penunjang keberhasilan
dan realisasi anggaran.

Penutup, menjelaskan kesimpulan umum capaian kinerja, langkah-
langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

1. Rencana Strategis (RENSTRA 2017-2021)

3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

4. Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2019

5. Pengukuran Kinerja Tahun 2019

6. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2019

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019
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5 B

- BAB VI
2

o PENUTUP
©

64. Kesimpulan

w

1= Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan tidak semua masyarakat memiliki

NIN

pepdidikan yang sama, untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang pajak,

sn

maka upaya yang dapat dilakukan dalam pemberitahuan pengetahuan perpajakan
2]

d@at dilakukan dengan gencar melalui media massa brosur, buku panduan pajak,
pecnyuluhan atau sosialisasi, sehingga dengan pengetahuan yang cukup baik, maka
akan dapat diwujudkan yang mana wajib pajak akan sadar dalam membayar
pajak.
2. Kondisi Sistem Administrasi Perpajakan

Sistem administrasi yang diterapkan oleh bapenda sendiri juga dapat

dikatakan tidak terealisasi secara optimal hal ini dikarenakan masih banyak
%)

rrﬁsyarakat membayar pajak sarang burung walet melalui cara manual dan tidak
(g°]

r’rElaIui pihak bank sebagai bentuk fasilitas yang disediakan oleh BAPENDA,

o]

ur?;uk menambah pengetahuan masyarakat dalam menggunakan sistem

=
adinistrasi yang tidak manual maka berikan pemahaman kepada masyarakat
<

(1]
y@.g memiliki SPPT terhadap cara membayar pajak sarang burung walet, karena

-~

Sl
sesuai dengan penerbit sistem administrasi ini untuk mengurangi penyelewengan
L

7]
yahg dilakukan oleh salah satu pihak.

60
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H®

3-- Penegakan Hukum

e

Lemahnya sangksi atau hukuman yang diberikan kepada wajib pajak

1d10

membuat masyarakat lengah dalam membayar pajak sarang burung walet semakin

w

menurun, ditambah lagi sanksi yang tidak dijalankan, untuk mengubah agar
=

sdAgksi tetap berlaku kepada wajib pajak yang membayar pajak sarang burung

=z
wglet maka bapenda harus menerapkan sanksi tanpa ada rasa perihatin atau

| o=
pénﬁdang buluh kepada semua wajib pajak sarang burung walet.
2]
47 Tarif pajak
Q
Pada dasarnya tarif pajak tidak memberatkan masyarakat karna pada
dasarnya tarif pajak hanya kisaran puluhan rupiah dan ratusan rupiah, hal ini
dikarenakan banyaknya masyarakat yang keberatan dalam membayar pajak
walaupun tarifnya hanya sedikit, dan untuk mengubah pola pikir masyarakat
tidak lain tidak bukan BAPENDA harus memberikan pemahaman kembali

kepada masyarakat atau kepada wajib pajak sarang burung walet.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengolahan data yang telah dilakukan,

B 23018

Irffplementasi Peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang pajak sarang burung

ume

walet belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan hasil analisa, temuan dan
pgnbahasan bab-bab sebelumnya.
6.1.1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pajak Sarang Brurung Walet di Kabupaten Rokan Hilir
1. Dasar pengenaan
Menurut Pasal 6 ayat 1 Dasar Pengenaan Pajak Sarang

Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. Nilai jual

nery wisey Jredg uejpng jo £31s1aA
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sarang burung walet dapat dihitung berdasarkan perkalian antara
harga pasaran sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan
volume sarang burung walet. dasar pengenaan pajak sarang burung
walet dikabupaten Rokan Hilir untuk skala kecil dan besar sama,
semua tergantung pada jenis sarang burung walet dan harga
pasaran burung walet. sehingga peneliti menyimpulkan bahwa
implementaasi peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8
Tahun 2011 tentang dasar pengenaan sudah terlaksana dengan baik
dan sesuai dengan peraturan.
Besaran Tarif

Tarif pajak adalah tarif tunggal yang ditetapkan sebesar 5%,
tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang
menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase,
dasar pengenaan pajak adalah nilai berupa uang yang dijadikan
dasar untuk perhitungan pajak yang terhutang. besaran tarif pajak
berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 8 tahun
2011 tentang pajak sarang burung walet, Besaran tarif pajak
berdasarkan jenis dan harga pasaran dan tidak berdasarkan status
tanah dan bangunan milik perorangan.
Cara Perhitungan Tarif

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek
pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif

pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
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Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir no 8 tahun
2011 tentang pajak sarang burung walet. Bahwa Tarif pajak sarang
burung walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Bahwa
implementasi dasar pengenaan pajak sarang burung walet sudah
sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8
Tahun 2011, yang mana dasar pengenaan pajak sarang burung
walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum
sarang burung walet yang berlaku didaerah dikalikan dengan
volume sarang burung walet. Namun pada nyatanya realisasi tidak
mencapai target yang telah ditetapkan. sehingga banyak penangkar

sarang burung walet yang tidak melaksanakan pembayaran pajak.

6.1.2.Bentuk Program yang dilaksanakan oleh BAPENDA dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Sarang
Burung Walet
Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten rokan hilir

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor sarang burung walet

Melakukan sosialisasi atau penyuluhan yang tidak hanya tingkat
kabupaten namun juga tingkat desa agar masyarakat memahami
mengenai pajak sarang burung walet.

Melakukan pendataan pada masyarakat yang memiliki sarang burung
walet.

Memberitahukan bagaimana cara membayar pajak sarang burung walet.
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4. Surat setoran pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kekas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.

5. Memberikan sanksi kepada penangkar sarang burung walet apabila

tidak patuh dalam membayar pajak sarang burung walet.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan, maka peneliti

memberikan saran terkait implementasi peraturan daerah kabupaten rokan hilir no

8 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet, antara lain:

1.

nery wisey juedg uej ng yo AJIsaArun) d1we[sy ajeis

Lebih meningkatkan lagi pengetahuan kepada wajib pajak dalam
membayar pajak sarang burung walet

Lebih meningkatkan sosialisasi dari bapenda kepada masyarakat untuk
mengencarkan masyarakat dalam membayar pajak sarang burung walet
sehinga dapat terealisasi secara optimal, penyuluhan dilakukan dengan
cara mengumpulkan masyarakat pada satu forum melalui media yang tidak
membuat masyarakat bosan untuk mendengarkan dan mudah
memahaminya.

Menerapkan pelayanan yang baik dan memuaskan masyarakat agar
masyarakat dengan senang hati kembali untuk membayar pajak sarang

burung walet dimasa yang akan mendatang
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Menerapkan sanksi kepada masyarakat atau wajib pajak yang tidak
membayar pajak sarang burung walet sesuai dengan sanksi yang telah

ditetapkan.
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= 1. Dasar Pengenaan

=

c e Apa dasar hukum pengenaan pajak sarang burung walet?

= e Seperti apa sistem pengenaan pajak terhadap sarang burung walet ?

g’ e Sarang burung walet yang berbentuk mangkok, sudut, dan patahan itu
i maksudnya bagaimana dan pengenaan pajak nya seperti apa?

; e Apakah dasar pengenaan pajak sarang burung walet dilihat darj skala
= kecil atau sekala besar dan produksi sarang burung walet?

=

2. Besaran Tarif
e Status tanah seperti apa yang dijadikan tempat pemeliharaan sarang
burung walet?
e DBangunan seperti apa yang dijadikan tempat pemeliharaan sarang
burung walet?
e Apa alasan penangkaran sarang burung walet dijadikan sebagai objek
wajib pajak?
3. Cara Perhitungan
e Seperti apa sistem perhitungan tarif pajak sarang burung walet, apakah
dikali dengan penghasilan atau tidak?
* Seperti apa metode pembayaran pajaknya, apakah dari segi online atau

manual?
WAJIB PAJAK

1. Dasar Pengenaan
e Bagaimana menurut bapak/ibu tentang pengenaan pajak sarang
burung walet? A
e Apakah sama pengenaan pajak sarang burung walet yang berjenis
mangkok, sudut, dan patahan?

.
ot
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A~ 2. Besaran Tanf .
o
el e Apakah status tanah dan bangunan vang dijadikan tempat
= pemeliharaan sarang burung walet milik bapak/ibu sekarang sudah
=, : : ;
— sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah?
=
@EGAWAI BAPENDA/SEKSI PENAGIHAN
=
¢ |. Dasar Pengenaan
c !
7 * Apa dasar hukum pengenaan pajak sarang burung walet?
-~
w ¢ Seperti apa sistem pengenaan pajak terhadap sarang burung walet ?
Py < :
= ¢ Sarang burung walet yang berbentuk mangkok, sudut, dan patahan itu
= maksudnya bagaimana dan pengenaan pajak nya seperti apa?
* Apakah dasar pengenaan pajak sarang burung walet dilihat dari skala
kecil atau sekala besar dan produksi sarang burung walet?
2. Besaran Tarif
e Status tanah seperti apa yang dijadikan tempat pemeliharaan sarang
burung walet?
* Bangunan seperti apa yang dijadikan tempat pemeliharaan sarang
burung walet?
% * Apa alasan penangkaran sarang burung walet dijadikan sebagai objek
o wajib pajak?
[l
—
=¥}
=
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=
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w
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/. Dr. Drs, H, Muh,

\ rs. Said HM, M.Ag, M
NIP. 19620512 198903 1 003
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KEMENTERIAN AGAMA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
uf \% UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

‘\.} e Laiy JIgm:Lr:JgUnglc_”ml:
w—‘/n LETY OF ECONONMICUS AND SOCIAL SC 1
JI. HR

Soebrantas No. 1535 KM. 15 Simpang Bfru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 100. 4 Telp. 0761-562051

UIN SUSKA RIAU Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail fekonsos@uin-suska ac id

Nomor Un.04/F VII'PP.00.9/62/2020 Pekanbaru, 6 Januari 2020

M

Sifat Biasa 10 Jumadil Awwal 144]

H

Lampiran

Perihal Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth Ratna Dewi, S. Sos, M. Si

Dosen Fakultas Ekonomi dan llmu Sosial
UIN Sultan Svarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu’alaikum Wr. Wb
Dengan hormat.
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa

Nama © Nur Fitriyani

NIM 11675200678
Jurusan Administrasi Negara
Semester VIl (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau vang telah memenuhi syarat untuk
menyelesaikan  studi/  menyusun skripsi  dengan  judul:" Analisis
Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilie”
Schubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai
pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas
Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasth

d
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: PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
5| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
[ JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113
i BAGANSIAPIAPI
i Bagansiapiapi, 10 Maret 2020
mor 070/Kesbangpol/2020/ (£ Kepada
ifat Biasa Yth. Kepala BAPENDA
ampiran L. Kabupaten Rokan Hilir
| Rekomendasi Riset di-
w Tempat
C -
w
-~
a Membaca Surat dar Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/31564 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pelaksanaan
A Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi
=i ki :
o epada
= 1. Nama . NUR FITRIYANI
2. NIM . 11675200678
3. Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang - |
5. Alamat . PEKANBARU
6. Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN
ROKAN HILIR
7. Lokasi - BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada
kaitannya dengan Penelitian dimaksud.

2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitungTanggal dibuatnya
surat ini hingga selesai.

3. Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Rokan
Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperiunya dan kepada pihak yang
terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ROKAN HILIR

AJISISATU() dDTWR[S] 3)€l1S

Jembusan Kepada Yth

Dekan Fakultas Ekonomi dan limu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
Yang Bersangkutan

nery wisey JrreAg uejn
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PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai | dan || Komp. Kantor Gubemur Riau
Ji. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 30117TPEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/31564
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
Permohionan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan limu Sosial UIN Suska Riau, Nomor
Un.04/F VIVPP.00.9/527/2020 Tanggal 24 Januari 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama :  NUR FITRIYANI

2. NIM /KTP ;11675200678

3. Program Studi :  ADMINISTRASI NEGARA

4. Jenjang : St

5. Alamat :  PEKANBARU

6. Judul Penelitian :  IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN ROKAN HILIR

7. Lokasi Penelitian : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

-,

. Tidak melakukan kegiatan yang yimpang dani ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengump Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Y

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.

Dibuat di :  Pekanbaru
Pada Tanggal : 2 Maret 2020

Secars Elkironik Oteh
KEPALA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINS! RIAU
EVAREFITA, SE, M SI

Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004

R

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir

Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan limu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan .

.
et
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=~ PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
(@N:
= BADAN PENDAPATAN DAERAH
5‘ 4 JL. Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
3 (‘l‘el,:: 0767-8001378 / email : bapend hilagmail.com)
;
=
= SURAT KETERANGAN
= Nomor : 970/Bapenda/2020/065
wn
c b Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Menerangkan dengan
@ ini, bahwa :
=
8y Nama : NUR FITRIYANI
E NIM : 11675200678
j8y]
= Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Perguruan Tinggi : UIN SUSKA RIAU PEKANBARU
Benar adanya, telah melaksanakan Penelitian dengan Judul “IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG
BURUNG WALET DI KABUPATEN ROKAN HILIR” di Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir, terhitung mulai 02 Maret s/d 03 Agustus 2020 .
Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
wn
o Bagansiapiapi, 10 Maret 2020
I~ Plt..KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
s BUPATEN ROKAN HILIR
—
9]
: )
i
(g} LS ¥A yO'S
= PEMBINA TK.I
=] ) - NIP. 19710306 200003 2 003
i e -
<
]
-
w
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RIWAYAT PENULIS
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Nurfitriyani, lahir di Sungai Kubu 19 Januari 1999,
merupakan anak kelima dari 5 bersaudara. Ayah bernama
Ruslan Thoha dan ibu bernama Marfuah.

Tahun 2008 penulis menyelesaikan sekolah dasar

negeri 07 Sungai Kubu. Pada tahun 2013 penulis menyelesaikan

: pendidikan di MTS Al-Wasliyah Sungai Majo dan penulis
mgm_yelesaikan pendidikan di SMA N 1 Kubu.

g Tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negri Sultan
Syarif Kasim Riau di Pekanbaru melalui jalun SMPTN, dan penulis di terima di Fakultas
Ekonomi dan llmu Sosial dengan jurusan Administrasi Negara (S1) pada tahun 2019
penulis melakukan praktek kerja lapangan di Kantor Gubernur Pekanbaru kemudian pada
tahun yang sama penulis juga melakukan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Pangkalan
Pisang Koto Gasib Kabupaten Siak. Penulis mengikuti ujian Munagasyah pada tanggal,

ZAEnNovember 2020 dengan judul skripsi “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8
-+~

=]
Tghun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir”.
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